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DOnggala Szap Tempkan e-Audit

DONGGALA, MERCUSUAR -
Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Donggala dan Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) RI Per-
wakilan Sulteng bersepakat me-

nerapkan pengelolaan
sistem informasi untuk ¢
akses data berbasis
elektronik atau e-Audit
Ini dalam rangka pe-
meriksaan pengelolaan
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Biro Perjalanan

" Anghatan Darat
Laut dan Udara

725 An. Ogi Toana

dan tanggungjawab ke-
uangan Negara. Penandata-

ngan kesepakatan yang dilaku-
kan Kepal BPK RI Perwakilan
Sulteng, Sumardi dan Bupati
Donggala H Habir Ponulele di
kantor BPK Paly, Selasa (25/9),
sebagai impkementasi Pasal 8 No-

Perwakilan Sulteng dan Pemkab
Donggah serta Pemerintah Kota
Palu pada 8 November 2011.
Kepala BPK, Sumardi menga-
takan untuk mencapai kesepa-
katan bersama ini telah dilaku-
kan berbagai kegiatan, di antara-
nya sosialisasi dalam rangka
implementasi e-Audit Proses ini
'secara terstruktur akan mem-
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ta Kesepahaman antara BPK RI'

bentuk pusat -data
pengelolaan keuangan
& | Negara di BPKRL
Datayang berasal dari
entitas, kemudian secara
terstruktur diformulasi-
7 kan, sehingga dapat diban-
dingkan dan disandingkan
dengan data dari entitas lainnya
yang mempunyai keterkaitan.
“Melalui konsep keterkaitan
ini, maka BPK dapat memeriksa
seketika suatu transaksi di satu
entitas terhadap transaksi lin-
nya yang memiliki keterkaitan.
Konsep ini disebut dengan link
and match,” ujarnya.
Sementara Bupati Habir da-
lam sambutannya mengatakan,
pengelolaan keuangan Negara
dan daerah merupakan salah sa-
tubagian dari kekuasaan peme-
rintah yang digunakan untuk
mencapai tujuan bernegara dan
tujuan dalam rangka pelaksa-
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BUPATI Donggala, Habir Ponulele dan Kepala BPK RI Perwakilan
Sulteng, Sumardi, menandatangani kesepakatan pengelolaan sistem
informasi untuk akses data berbasis elektronik atau e-Audit di kantor

BPK Palu, Selasa (25/9). FOTO: HUMAS PEMKAB DONGGALA

naan pembangunan daerah,
sebagaimana tercantum dalam
alinea IV Pembukaan UUD
1945. Sehingga pengelolaan
keuangan Negara dan Daerah
dinyatakan berhasil, jika tujuan
bernegara dan daerah makin

nyata terlihat ketercapaiannya.
“Upaya nyata dimaksud dalam
mewujudkan pengelolan keua-
ngan yang transparan dan
akuntabel salah satunya adalah
melalui penyusunan laporan
keuangan,” tandasnya. nip










